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Para Advekat dan Advokat Cinta Tanah A (ACTA) yang beralamat di Gedung Arva
Cikimii, Jallan Cikinmi Raya MNo. €0 Blok 50 M Memteng, Jakarta Pusat baik sendin-sendin
maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas mama Pemben Kuasa yang untuk
sefamjutnya disebut PARA PEMOHCN |

Dengan int Para Pemohon mengajukan permchonan Pengujian UU Nomor 11 Tahun
2008 Sebagaimana Telah Diubah dengan UU Nomor Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) TERHADAP UNDANG-UNDANG

DASAR 1945.

Secara detail yang Para Pemchon mchonkan untuk diuji dalam Permchonan ini adalah
Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE dengan batu uji Pasal 1 ayat {3},
Pasal 28D ayat (1). Pasal 238E ayat (3). 28G ayat (1) UUD 1845

Adapun yang menjadi alasan permohonan Ul Matend im adalab sebagai benkut -
L TENTANG KEWENANGAN BAHXKAMAH KONSTITUS)

Bahwa kewenangan WMahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian Undang-
undang Terhadap Undang Undang Dasar 1945 diatur dalam -

§. Pasal 24C UUD 1945 berbunyi :

“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusanmya bersiat final untuk menguy undang-undang terhadap Undang-
undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Jlembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undarg-undeng Dasar, memutus pembubaran
partai polittk dan mermutus persefisihan tentang hasil Pemilu”
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Pasal 10 ayat (1) a UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011, berbunyi :

“ Mahkamah Konskttusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang pulusannya bersifat final uniuk: a. menguy undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19457

Pasal 18 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan :

“ Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada di bawahnya dalam Ilingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan
tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstituss. ~

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman berbunyi :

“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadiii pada tingkat pertama dan lerakhir
yang putusannya bersifat final untuk: a mengujl undang-undang lerhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945”7

Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tabhun 2011 Tentamg Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan berbumyi

“ Dalarm hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Repubitk indonesta Tahun 1945 penguiannva dilakukan oleh
Mahkamah Konstitusi. ©

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi
berwenang untuk memeriksa permohonan uji matenl ind.

KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA
PEMOHON

Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa “Pemohon adaiah pihak
yang hak dan atau kewenangan konshtusionainya, telah dirugikan oleh
berlakunya undang-undang”, yanu:
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a. perorangan warga negara Indonesia (fermasuk  kelompok orang
yang mempunyai kepentingan 3amaj;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. badan hukurn publik atau privat, atau

d. fembaga negara.

Selanutnya Penmjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan,

“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang dialur dalam
Undang-Undang Dasar Megara Republik indonesa Tatun 1945.7;

Balmra sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IIIF2005 hingga saat
imi, telan menmjadi pendinan #Mahkamalh Konstitusi bahwa uniuk dapat dikaiakan
ada kerugian hak danfatau kewenangan  konstitusional  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai
benkut:

adanya hak danfatavy kewenangan konstiusicnal pemchon  yang

dibenkan cieh UUD 1945:

b. hak dan/atau kewenangan konstitusionai lersebut, dianggap telah
dirugikan cleh berlakunya Undang-Undang yang dimchonkan pengujian,

c. kerugian hak danfatau kewenangan konsiiusional tersebut harus
bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastkan akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) anitara kerugan
dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bLahwa dengan dikabulkannya permchonan

maka kernugian konstitusional tersebiut tidak akan atau tidak lagr teniadi.

o

Bahwa Pama Pemohon adalah warga mnmegara Indonesia yang berhak
mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat {3) UUD 1845
yang berbunyi :
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© Setiap orang berhak atas kebebasan bersenkal berkumpui dan mengeluarkan
pendapat.”

Bahwa Pemohon | kerap mengeluarkan pendapat baikk melalui media massa
maimnstreamn seperti Koran, Radio dan Televisi, maupun juga melalui media sosial
seperti Facebook dan Twitter.

Bahmwa Pemohon # kerap mengeluarkan pendapainya melalul akud media social
Facebook

Bahwa pendapat yang dinyalskan Para Pemchon kerap berupa knitk Para
Pemohon kepada pemenntah mengenai berbagai hal yang menurut Para
Pemohon harus diperbaiki.

Bahwa dalam mengeluarkan pendapat, Para Pemohon tidak pernah menyebarkan
informasi yang dapat menimbulkan kebencian berdasarkan suku. 2gama dan ras.

Bahwa ketentuan Pasal 28 ayat {2) dan 45A ayat (2) UU ITE berpotens! dijadikan
alat untuk mengknmanlisasi Para Pemohon dalam mengeiuarken pendapat
karena ketidakjelasan definisi dalam kata “aniargeiongan’.

Baihwa ketentusn Pasal 28 ayat (2) UL ITE berbunyi -

“ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasl yang
ditujukan untuk menimbuikan rasa kebencian atau permusuhan indvidu dan/afau
kelompok masyarakat tertentu berdasarkan alas suku, agama. ras. dan

antargolongan (SARA).”
Bahwa kelentuan Pasal 45A ayat {(2) UU ITE berbunyi :

“ Setiap Crang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang
ditupukan untuk memnimbuikan iasa kebencian atay permusuhan individu dan/atau
kelompok masyarakat terfemty berdesarkan atas suku, agama, ras. dan
antargofongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 {enam) fahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000.00 (satu mihiar rupiah). ©
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Bahwa istilah suku dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE adaiah
istlah yang balasannya yang jelas scbagaimana terdapat dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia yakni golongan orang-orang (keluarga) yang seturunan; suku
sakat; atau golongan bangsa sebagai bagian dan bangsa yang besar, seperti —
Sunda, — Jawa.

Bahwa istilah agama dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE adalah
istilah yang batasannya yang jelas yakni agama-agama yang diakui di indonesia
yakni islam, Katholik, Knsten, Budha, Hindhu dan Konghuchu.

Bahwa istilah ras dalam Pasal 28 ayat {2) dan 45A ayat (2) UU ITE adalah istilah
yang batasannya yang jelas sebagamana digtur Pasal 1 angka 2 UU Nomor 40
Tahum 2008 tentang Penghapusan Disknminasi Ras dan Etnik yang berbunyi Ras
adalah golongan hangsa berdasarkan cir-cin fisik dam gans keturunan.

Banmnwa istilah antargoiongan dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE
fidak jelas apa bstasannya sehingoe dallam penerzpannya bisa diarikan sangat
luas menadi kelompok apapun yang ada dalam masyarakat baik yang bersifat
formal maupun non fommal.

Babhwa karena ketidak-jelasan batasan istilah “antargoicngan’ ini sudah beberaga
kali aktivis yang mengeluarkan pendapat berupa kntik kepada vemennitah melalui
media sosial dilaporkan teiah melanggar Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU
ITE. Meskipun aktivis tersebut tidak membuat permnyataan yang menimbuikan
xebencian berdasarkan suku, agama dan ras namun dia dituduh menyebabkan
kebencian berdasarkan golongan.

Bahwa contoh pertama Akhvis vyang terkena masalah hukum karena
mengeluarkan pendapat berupa kritk lewat tulisan di media scsial kepada mereka
yang berkuasa adaiah Jumalis Senior Dandhy Dwi Laksono . Tuiisan Dandhy ini
diposting pada 3 September 2017 silamm melalui akun Facebooknya. Dandhy
kemudian dilaporkan ke kepolisian pada 6 September 2017 dan dijerat dengan
Pasal Undang Undang infcrmasi dan Transaxsi Eiektronik (ITE).

Bahwa terkait tulisan tersebut di atas, meskipun Dandhi Dwi Laksono sama sekali
tidak menyinggung soal Sulku, Agama dan Ras, namun dia dilaporkan melanagar
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Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE karena dianggap menghina dan
mencharkan kebencian terhadap Ketuz Umum PDEP, Megawsalh Soekarmoputn

dam Presiden Joko YWidodo.
Bzahwwva seharusmya pelaporan terhadap Dandhy Dwi Laksono tidak ditenma oleh
pihak kepolsian, karena yang dilakukan oleh Danmdhy Dwa Laksono terang
benderang bukan merupakan tindzak pidana sama sexkali. Hal ini sesuai dengan
Parzturan Kzbareskrm Momor 3 Tahunm 2014 Temtang Standar Operasionz!
Prosedur Pelaksanaan Penyidilkan Tindak Pidana . Namun pihak kepolisian
menenma laporan tersebut dan menerbitkan surat tanda penenmaan laporan..

Batmwa contoh kedua Aktivis yang terkena masaiah hukum terkait kelidak-jeiasan
batasan istilah “antargolongan™ dalam Pasal 28 ayat {(2) dan 45A ayat (2) UU ITE
adaiah Ustad Alfian Tanjung.

Bahwa Ustad Alfian Tanjung menjad: tersangka berdasarkan Laporan Polisi
Nomor: LP/567/11/12017/PMJ/Dit. Reskrimsus tanggal 2 Februan 2017 atas nama
Pelapor Tanda Perdamaian Nasutfion, S.H., selaku kuasa hukum Sekretarns
Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP
PDIP) terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah melalui
media etektronik/ email dan alau waran Kebencian/SARA meaialu melaiui meda
elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 KUUHP dan 311 KUHP
dan/atau Pasal 156 KUHP dan/atau Pasal 27 (3) Jo. Pasal 45 (3) dan atau Pasal
28 (2) Pasal 45A (2) UU Rl No. 1§ tahun 2016 {entang perubahan atas ULJ RI No.
11 tahun 2008 tentang ITE.

Bahwa dalam laporan tersebut Ustad Alhan Tanjung dianggap menyebarkan
informasi yang bisa menimbuikan kebencian terhadap golongan PDIP dengan
menyebut PDIP banyak diisi kader PKL

Bahwa Ustad Alfian tanjung memang tidak hanya dikenakan Pasal 28 ayat (2)
junto Pasal 45A ayat (2) UU ITE. namun kedua pasal tersebutlah yang membuat
ia dapat dikenakan penahanan, karena ancamars hukumannya di atas 5 tahun.

Bahwa contoh ketiga aktivis vang dikenakan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat
(2} UU ITE adalah Bambang Tnmulycno yang menulis buku Jokowi Undercover

)
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yang telah diatuhi hukuman 3 tahun penjara cleh Pengadiian Neger Blora dalam
perkara 47/Pid. Sus/2017/PN Bla.

Bahwa menurut keterangan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Poln Bngjen
Rikwanto perbuatan Bambang Tnmulyono menebarkan kebencian terhadap
kelompck masyarakat yang bekerja di dunia pers, khususnya terkait pemyataan
Bambang dalam bukunya halaman 105 yang menyatakan bahwa Jokowi — Jusuf
Kalla (JK) adalah pemimpin yang muncul dan keberhasilan media massa
melakukan kebohongan kepada rakyat, selain itu ia juga dianggap menyebarkan
informasi yang bisa menimbulkan kebencian kepada keturunan Partai Komunis
indonesia (PKi) yang tidak tahu-menanu tentang penstiwa G-30 S/PKi tahun 1985
dan pemberoniakan di Madiun 1848 .

Memang selain dijerat Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE, Bambang Tni
Mulyono juga dijerat dengan pasal lain atas perbuatan lainnya pula. Namun
maksud Para Pemohon kerancuan penerapan istilah golongan dalam Pasal 28
ayat (2) dan Pasal 45A ayat {2) UU ITE juga ferjadi dalam kasus Bambang
Trnmulyono.

Bahwa sebagai aklivis yang kerap mengkilik pemenniah, Para Pemohon yang
tdak pemah menyebarkan mformasi yang Gisa menmbulkan kebencan
berdasarkan Suku, Agama dan Ras berpoiensi mengalami nasib yang sama
sepertt yang dialami oleh liga orang aktivis di atas sehingga hak konsttusional
Para Pemohon untuk mengeluarkan pendapat yang dijamin Pasal 28E ayati (3}
UUD 1945 menjadi terganggu.

Bahwa Pemohon | pernah diancam secara terbuka di media massa jka akan
dipolisikan karena hobby mencan-can kesalahan seorang Pejabat. Jikapun
Pemochon | benar metupakan ofang yang memiik nobby mencan kesalahan
seorang Pejabat (meskipun fakianya juga tdak demiktan) , hal tersebut
seharusnya justru bagus bag negara dan pejabat tersebut Karena sudah
semestinya seorang pejabat yang bertanggung-jawab atas nasib rakyat banyak
tidak melakukan kesalahan dalam menjalanzakan tugasnya. Karena sekall seorang
pejabat berbuat salah yang rugi bukan hanya pejabat tersebut namun juga rakyat
banyak. Secrang yang mau dan sudah menjadi pejabat tidak hanya memeriukan
pujian tetapi juga memerlukan kntkan agar bisa memperbaiki din dan
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meningkatkan kualitas demi kebaikan bersama. (Bukli ancaman terhadap
Pemohon | akan disampaikan sebagai bukti tertulis)

Bahwa Jika ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE sudah tidak
mencantumkan lagi unsur antargolongan, Pemohon | tidak perlu khawatir dengan
ancaman tersebut. Namun jika masih ada unsur antargolongan, knritkan Pemohon
I terhadap seorang pejabat bisa saja dikategonkan sebagai penyebaran informasi
yang menimbulkan kebencian terhadap goloengan penguasa.

Bahwa Pemohon ll sudah dan sedang terkena masalah hukum terkait kebdak-
jelasan batasan istilah “antargolongan™ dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2)
UU ITE Pada tanggal 8 September 2017 Pemchon §l ditangkap dan dilahan cleh
Baresknm Mabes Poln terkait status Facebooknya yang menshare berta berjudul
“Bahan Baku Vaksin Palsu Dan China, Tapi Jokowi Malah Izinkan China Bangun
Pabrik Vaksin® Selain #tu Pemohon Il disebutkan memben Coment “hat-hat

dengan Cina”.

Bahwa kata “China” baik dalam berita yang di share oleh Pemohon Il maupun
yang dimaksud dalam Coment Pemohon Il tidakiah merujuk pada etnis Tionghoa,
melainkan merujuk pada negara Republik Rakyat Tiongkok yang juga kerap
disebut Republk Raloat China Munglkin Pemohon i bisa lolos dan teduhan
penyebaran informasi yang memmbulkan kebencian berdasarkan Suku, Agama
dan Rasa, namun Pemohon ii bisa terjerat dengan tuduhan menyebarkan
informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan “aniar gclongan™ dimana
golongan yang dimaksud adalah golongan negara Republik Rakyat Tiongkok.

Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas jka terhacap Pemofion | berpotens
dilanggar hak konstitusionainya karena menurut penglaran yang wajar pasi
Pemohon | akan dihukum oleh pengadiian apabila dilaporkan telah memyebarkan
informasi yang memmbuikan kebencian terhadzap golongan penguasa.

Bahwa menurut Para Pemohon kalimat “atau setidak-tidaknya potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapst dipastikan akan terjadi”° sebagaimana
dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-i1/2005
bukaniah merujuk pada “jaminan kepasiian di masa depan akan terjadinya
kerugian pada pemohon” ala tukang ramal tetapi lebih kepada kepastan
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dirugikannya pemchon jika suatu saat terkena masalah hukum terkait ketentuan
yang diajukan untuk diuji di Mahkamah konstitusi.

Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas terhadap Pemohon Il telah terjadi
pelanggaran hak konstitusional karena Pemochon Il telah ditangkap dan ditahan
oleh Bareskrim Mabes Poin karena dituduh telah menyebarkan informasi yang
menimbulkan kebencian terhadap golongan negara Republik Rakyat China atau
Republik Rakyat Tiongkok.

Bahwa jelas ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian
dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimchonkan pengujian ini.

Bahwa apabila Permochonan Uj Materil ini dikabulkan maka kerugian
konstitustonal Para Pemohon tidak akan terjadi.

POKOK PERMOHONAN

Bahwa yang Para Pemochon mohonkan untuk diuj dalam perkara ini adalah Pasal
28 ayatl (2) dan 45A ayat (2) UU ITE yang berbunyi :

* Setrap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang
ditujukan untuk menimbuikan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ala
kelompok masyarakat tertentu Serdasarkan atas suvku. agama, ras. dan
antargoiongan {SARA).”

Dan

* Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang
ditujukan untuk menimbuikan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau
xelocmpok masyarakal iertentu berdasarkan otas suku, agama. ras, dan
antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasai 28 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling fama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). ~

Banhwa berbeda dengan istiiah Suku, Agama dan Ras, daiam Pasai 28 ayat (2)

dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE yang jelas makna dan batasannya, isbah
“antargolongan”™ mengandung ketidak-jelasan apa makna dan batasannya.

io
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Apakah yang dimaksud golongan #tu hanya golongan yang mempunyai ikatan
hukum formil ?, atau bisa saja semua golongan termasuk golongan keturunan ?,
golongan status sosial ?, golongan kasta ?, golongan suporier sepakbola ?
golongan jenis kelamin ?, golongan orientasi seksual ?, partai politik ?. golongan
hobby ? golongan crganisasi profesi ? menjadi sangat luas batasannnya.

Bahwa dalam hukum pidana kita sebelumnya sudah dikenal juga istilah golongan
yaity dalam Pasal 156 KUHP yang berbumyi -

" Barang siapa df muka wumum menyatakan perassan permusuhan. kebencian
atau penghmaan terhadap suatu aftau beherapa golongan rakyat Indonesia,
digncam cengan pidana penjara paling lema ompat tahun atau pidana denda
paling banyak empat nbu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini
dan pasal berikutnya berarti iap- tiap bagian dan rakyat indonesia yang berbeda
dengan suatu atau beberapa hagian lainnya karena ras. negen asal agama,
tempal. asal keturunan. kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata

negara. ©

Bahwa jika pengertian golongan dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat {2}
UU ITE yang bersifat lex spesialis merujuk pada pengertian golongan dalam Pasaf
156 KUHP yang bersifat lex generalis maka justru akan terjad: kerancuan.

Yang pertama beberapa unsur golongan dalam Pasal 155 KUHP sudah termasuk
dalam unsur SAR di Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE vaitu ras,
agama. keturunan. Sehingga kalau unsur golengan daiam Pasal 156 KiUHP
tersebut digabungkan dengan unsur Suku, Agama dan Ras dalam Pasal 28 ayat
(2) dan 45A ayat (2) UU ITE akan terjadi pengulangan unsur-unsur tersebut

Yang kedua unsur-unsur golongan dalam Pasal 156 KUHP sendin juga rancu.
tidak jelas apa yang dimaksud asal tidak jelas apa yang dimaksud tempat, juga
tidak jelas apa yang yvang dimaksud kedudukan menurut hukum tata negara.

Bahwa terhadap Pasal 156 KUHP Para Pemohon akan mengajukan Ui Matem!
tersendin, namun karena ancaman hukiimannya hanya di bawah 5 tahun, maka
Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) lebih Para Pemohon priontaskan.

Bahwa namun demikian tdak ada juga penjelasan dalam UU ITE bahwa
pengertian golongan dalam Pasa!l 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) meruuk
pada pengertian golongan dalam Pasal 156 KUHP.
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Bahwa dalam penerapannya, pengertian golongan juga kerap melenceng dari
pengertian golongan dalam Pasal 156 KUHP. Seperti dalam kasus Dandy Dwi
Laksono yang dimaksud golongan adalah golongan pendukung Megawati
Soekamoputri, dalam kasus Pemohon Il adalah golongan negara Republik Rakyat
Twongkok, dalam kasus Ustad Alfian Tanjung pengertian golongan adalah Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan, dalam kasus Bambang Tn Mulyono golongan
adalah golongan pekerja pers dan golongan keturunan PK} yang tidak fahu apa-
apa soal peristiwa 1848 dan 1965.

Bahwa tanpa ada batasan yang jelas soal golongan tersebut, menjadi pertamyaan
apakah golongan koruplor, golongan narapidana, golomgan pemjahal, golomgan
ant Pancasila bisa menuntut jika mereka merasa ada orang yang menyebarkan
informasi yang bisa menimbulkan kebencian terhadap golongan mereka.

Bahwa karena ketidakjelasan batasan tersebut menjadi tidak jelas juga
argumentasi mengapa istilah “antargolongan® disejajarkan atau disederajadkan
dengan ishlah Suku, Agama dan Ras dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2)
UU ITE sehingga hukuman terhadap penyebaran informasi yang menimbulkan
kebencian berdasarkan “antargolongan”™ disamakan dengan hukuman terhadap
penyebaran infermast yang menimbulkan kebencian berdasarkan Suku, Agama

dan Ras yaitu di atas ima tahun.

Bahwa menurut Para Pemohon wajar jka penyebaran informasi elektronik yang
menimbulkan kebencian berdasarkan suku dan ras harus dihukum dengan kritena
berat yaitu di atas ima tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) dan
45A UU ITE karena suku dan ras adalah dua identitas kedrati manusia yang
melekat sejak lahir. Kebencian yang timbul berdasarkan suku dan ras mempunyai
daya rusak yang luar biasa besar dibanding dengan kebencian yang timbut
berdasarkan alasan-alasan personal. Scal pentingnya proteksi terhadap identitas
suku dan ras ini kita bisa merujuk konsiderans UU Nomor 40 Tahun 2008 Tentang
Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis , sebagai berikut -

a. bahwa wmat manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa
dan umat manusia dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama tanpa
perbedaan apa pun, baik ras maupun etnis;
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b. bahwa segala tindakan disknrminasi ras dan etnis bertentangan dengan nilai-
milai Pancasita, Undamg- Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun
1845 dan Dexlarasi Universal Hak Asasi Manusia, bahwa segala warga
negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas
perfindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis;

c. bahwa adanya disknminasi ras dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat
merupakan hambatan baqgi hubungan kekeluargaan. persaudaraan.
persahabatan. perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata
pencaharian di antara waiga negara yang pada dasamya selalu hidup
berdampingan;

Bahwa soal pentingnya proteksi terhadap identitas ras juga bisa kita lihat pada
parafraf 3, 6, 7 dan 8 Mukadimah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk
Disknminasi Rasial Diternma  melalsi  Resolusi Sidang Majelis Umum
Perserikatan Bangsa Bangsa No. 2166 (XX} 21 Desember 1965 yang berbunyi

Menimbang bahwa semua umat manusia adalah sederzjat di hadapan hokum
dan berhak atas perfindungan hukum yang sama terhadap segslz bemtuk
disknminasi dan segala bentuk hasutan yang menimbulikan disknminasi.

Yakin bahwa dokirin supermeasi apapun yang berdasarkan ras adalah szleh
dan segi imu pengelahuan layak dikutuk dar seqr moral  tidek
berpenkeadilan serta berbahaya dan bahwa tidak ada suatu pembenaran
ternadap disknminasi rasial dalam ieon maupun prakiek di manpun juga.

Menegaskan kembali bahwa diskriminasi anfar umat manusia berdasarkan
ras. wama kuiit atau asal usul etnik merupakansuatu hambatan tercapainya
hubungan antar bangsa yang bersahabal dan damai serta memifiki
kemampuan unfuk mengganggu perdamaian dan keamanan bangsa-bangsa
serta kehidupan saling berdampingan yang harmonis umat manusia yang
bahkan tmggal di dalam susty negara.

Yakin bahwa keberadaan hambatan-hambatan ras merupakan suatu hal yang
mengoton pen keficupan ideal masyarakat manusia. Khawatir dengan
berbagai manifestasi disknimmnasi rasial yang nyafta-nyata masih ada df
beberapa kawasan dunia serta adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang
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berdasarkan kepada supremasi rasial atsu kebencian, seperti apartheid.
(DEeNGuCkan alaw pemisanan.

Bahwa identitas agama juga jelas harus dilindungi dan tindakan penyebaran
informasi yang memimbulkan kebencian , karena agama adalah ajaran, sistem
yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan penbadatan kepada Tuhan
Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia
dan manusia serta limngkungannya. Agama adalah identitas yang paling penting
peg masing-masing anggola masyarakat, sehingga jika timbul kebencian
perdasarkan agama bisa berdampsk pada tenadimya kericuhan sosial yang
membawa dampak amat menusak .

Bahwa begitu pentingnya proteksi terhadap identitas agama negara bahkan telah
menerbitkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/1965 | yang dalam
penjelasannya terurai :

© Sebagai dasar pertama. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa bukan saja meletakkan
dasar moral diatas Negara dan Pemenniah, lelapi juga memastkan adanya
kesatuan Nasional yang berasas keagamaan. Pengakuan sila pertama (Ke-
Tuhanan Yanqg Maha Esa) tidak dapat dipisah-pisahkan dengan Agama. karena
adalah salah satu tiang pokck danpada perkehidupan manusia dan bagi bangsa
indonesia adalah juga sebagai sendi penkehidupan Megara dan wunsur mutiak
dalam usaha nation-building. ~

Bahwa dengan demikian amatiah wajar jka penyebaran informasi yang
memmbulkan kebencian berdasarkan agama hamus dihukum berat di atas fima
tzhun dan dklasfkasikan sederaat denganm penyebaran informasi yang
menimizikan kebencian berdasarkan Sukw dam Ras sebagaimana diatur dalam
Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UL {TE.

Bahwa penyebaran informasi yang memimbuikan kebencian berdasarkan
“antargolongan” sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU
ITE tidakiah sederajat daya rusaknya dengan penyebaran informasi yang
menimbulkan kebencian berdasarkan Suku, Agama dan Ras.

Bahwa sebagai contoh daya rusak penyebaran informasi yang memimibulam
kebencian berdasarkan agama tertentu dipastkan lebih besar daya rusaknya jika

4



58.

50.

61.

ADVOKAT CINTA TANAH AIR
(ACTA)

Alamat - Gadung Arva Cikini Blok 60 M falan Cikin Rays 60 Iakarta Pasat
Telp/Fax (021) 3140346

dibandingkan dengan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian
terhadap golongan pekerna pers. Penyebaran informasi yang menimbulkan
kebencian terhadap suku Lampung tentu lebih besar daya rusaknya jika
dibandingkan dengan penyebaran informasi yang menimbuikan kebencian
terhadap golongan seniman. Begitu juga penyebaran informasi yang menimbulkan
kebencian terhadap ras kulit hitam tentu lebih besar daya rusaknya jika
dibandingkan penyebaran informasi yang menimbuikan kebencian terhadap
golongan komunitas kolektor perangko.

Bahwa bukan berari Para Pemohon berpendapat jika penyebaran informasi yang
menimbulkan kebencian berdasarkan golongan bukaniah suatu pelanggaran
hukuim, tetapi seharusnya ketentuan tersebut tidak disatukan dengan penyebaran
informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama dan ras.
Menurut Para Pemohon persoalan penyebaran informasi yang menimbulkan
kebencian bisa diusut dengan pasal-pasal pencemaran nama baik yang dalam
KUHP adalah Pasai 310 dan dalam UU ITE adalah Pasai 27 ayat (3).

Bahwa Istiiah SARA pertama kali dipopuierkan oleh Laksamana Sudomo,
Panghima Kopkamtib di masa Orde Baru. Menurut Tamnn Amai Tomagola, istilah
SARA sebetulnya mencampuradukkan baik dimensi keterbelahan vertikal (kelas
sosial) danstruxiur sosial maupun dimensi xeterbelahan horizontal dari struktur
yang sama.

Bahwa karena ketidakjelasan batasan “antargolongan™ dan juga ketidakjelasan
mengapa identitas “antargolongan” disejajarkan dan disederajatkan dengan istilah
Suku, Agama dan Ras sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat
{2) UU ITE , maka kedua pasal tersebut bertentangan dengan pasal-pasai yang
dijadikan batu uji dalam permohonan ini sebagai berikut :

URAIAN PERTENTANGAN PASAL 28 AYAT (2) DAN 45A AYAT (2) UU ITE
DENGAN PASAL 1 AYAT (3) UUD 1945,

Bahwa Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 berbunyi -

* Indonesia adalah negara hukum.”
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Bahrwa pnnsip penting dalam negara hukum adalah dyjadikannya hukum sebagai
panglima dalam merespon dan menyelesaikan permasalahan-permasaiahan yang
muncul di masyarakat.

Bamwva terkait dilaporkannya Dandhy Dwi L aksono dengan Pasal 28 ayat (2) dan
45A ayat (2) UU ITE Pemenntah saat ini dikribk seperti rezim orde baru yang
bertindak represif. Banyak kntik dan diskusi dibubarkan bahkan sampai berujung
terhadap penahanan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepaia Divisi Penuntasan
mpunitas Komisi Untuk Grang Hileng dan Tindak Kekerasan {Kontras), Fen
Kusuma o Kantor Amnesty intermationzl indonesia, Menteng, Jakaria Pusat,
Semin 11 Septembar 2017 sshegaimana dibentakan portal benta Jawapoes.com
edisi Semin 11 September 2017 Pukul 22 © 32 dengan Judul Benta * Kontras Sebut
Rezim Jokow: Minp Orde Bany”™

Bahwa masih terkait kasus Dandhy Dwi Lalksono Aliansi Jurnalis Independen (AJl)
menyayangkan banyaknya knmmalisasi terhadap opim dan masyarakat yang
mengkntisi pemenniah. AJl menyebut implemeniasi Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 ientang Informasi
Transaksi Elektronik (BU {TE) rewan penyeiewsngsn.

"inl memang sangat mengkhawatirkan, ini minp kembaili ke Orde Baru. Di mana
setiap ada uyjaran yang kntis kemudian dengan gampang dipolisikan dengan UU
iTE. Sekarang UU iTE menjadi UU baru yang pasai-pasainya karet dan represif,”
kata Ketua AJl Suwariono sebagaimana dimuat di Portal benta detik.com , Minggu
{17/9/2017). Suwarnonoc heran dengan setlap status yang menyinggung
pemenntah dengan mudahnya dapat diiaporkan. Dinnya juga menyayangkan
percakapan pribadit melslu aplikasi online yang uga biss dijerat dengan UU
tersebut. Suwarjono mendorong kepolisian untuk tidak mudah menenma laporan
yang berkaitan dengan kebebasan hak berpendapat warga. Dirinya meminta polisi
memilah laporan-laporan mana saja yang seharusnya bisa diproses.

Bahwa suatu negara hukum, seperti diungkapkan cleh Frans Magnis Suseno,
adalah °._.didasarkan pada sualu keinginan bahwa kekuasaan negara harus
dijalankan atas dasar hvkum yang baik dan adil Hukum menjadi landasan dan
segenap tindakan regara, dan hukum #u sendin harus baik dan adil. Baik karena
sesuai dengan apa yang diharapkan oiehi masyarakat dari hiukum, dan adil karena
maksud dasar segenap hukum adalah keadilan. Ada empat alasan utama untuk
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menuntut agar negara disslenggarakan dan menjaiankan tugasnya berdasarkan
hukum: (1) kepasfian hukum. (2) tuntutan periakvan yang sama (3) legitimasi
demokralis, dan (4) funtufan akal budi” (Frans Magnis Suseno, 1994, Ebka Politik
Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modermn, Jakarta: Gramedia, hal 295);

Bahwa indikasi digunakannya pendekatan kekuasan dalam menafsirkan istlah
“‘anatargolongan™ dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE dapat diihat
dalam pengusutan kasus VL , seorang poiitisi partai pendukung pemerintah yang
dilaporkan ke kepolisian karena berpidato yang menyerang beberapa partai poliik.
Kasus tersebut sudah diiaporkan ke Baresknm Mabes Poln sejak tanggal 4
Agustus 2017, namun hungga saat ini si Terlapor belum ditangkap dan ditahan,
bahkan belum dipenksa sama sekali. Para Pelapor mendalilkkan bahwa VL telah
melakukan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan
“golongan’. Golongan yang dimaksud adalah golongan partai poltik yang diserang
dalam pidato VL. Lambatnya pengusutan kasus VL ini kerap dikaitkan dengan
afhasi politk partainya yang mendukung pemenntah. Intinya muncul anggapan
sebagian publik bahwa Pasal 28 ayat {2) dan 45A ayat (2) UU ITE hanya berlaku
hagl mercka yang mengkrtisi kekuasazn dan bhdak berlaku bag mereka yang
veradz dalam ingkaran kekuasaamn.

Bzhwa dalam negara hukum seharusmyz pendekatan hukum diutakaman daripada
pendekatan kekuasaan Ketdakelasan batasan istiah “antargclongan” dalam
Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE memberikan ruang besar bagi
pemegang kekuasaan politk untuk memben tafsiran sesual dengan kepentingan
mereka. Secara logika memang yang paling berpeluang besar memanfaatkan
peraturan yang muit tafsir adalah pihak penguasa, merekalah yang memiliki
akses terbesar terhadap penegak hukum hukum.

Bahwa kasus Dandhy Dwi lLaksono., kasus Ustad Aifian Tanjung dan kasus
Bambang Trimulyono adalah indikasi yang kuat bahwa vang dipakai oleh negara
untuk menindak mereka adalah pendekatan kekuasaan dan bukan pendekatan
hukum. Karena mereka kerap bersikap kntis, maka dipakalah Pasal 28 ayat (2)
dan 45A ayat (2) UU ITE. Dengan demikian negara Indonesia bukan lagi negara
hukum dan menjadi negara kekuasaan.

Bahwa dengan demikian jelaslah jika Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE
bertentangan dengan Pasai 1 ayat (3) UUD 1945,
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URAIAN PERTENTANGAN PASAL 28 AYAT (2) DAN 45A AYAT (2) UU ITE
DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1845

Baimwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbumyi -

“ Setiap orang berhak atas pengakuan,. jarmnan, perindungan, dan kepastian
ke yang adil serta periakuan yamg sama dihadapan hukum.”

Balwya kepastian hukum yang adil mensyaratkanm juga peraturan perundang-
umndangan yang past |, memiliki batasan yang jelas dan tidak multi tafsir.

Bahwa pakar hukum pidana Dr Abdul Chair Ramadhan dalam keiterangannya
sebagai ahli di Mahkamah i pada perkara Nomor 52/PUU-XIV2017 Pengujian
Perpu Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan dalam hukum pidana terkandung dalam
asas legalitas. Menurut Jan Remmelink makna dalam asas legalitas adalah
bahwa undang-undang yang dirumuskan harus terpernnci dan cermat. Hal i
didasarkan pada pnnsip ‘nullum crimen, nulla poena sine jege certa”. Konsekuenst
dan pnnsip il adalah bahwa rumusan perbuatan pidana harus jeias, sehingga
hdak bersifat muiti tafsir yang dapat membahayakan bagi kepastian hukum.
Selain itu, asas legalilas juga mengandung makna larangan unluk menerapkan
analcgi, yang dikenal dengan adagium “nuffum cnmen noeia poena sine jege
stncta.” Terkait dengan asas legalitas,

Bahwa isitilah “antargolongan” dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE
tidak sederajad dengan isitilah Suku, isitilah Agama dan Isitilah Ras dalam dua
pasal tersebut

Bahwa istilah “antargclongan” dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE
sangtlah muliinterpretatif, karena tdak ada balasan yang jelas menjadi sangat
rentan untuk ditafsirkan secara subyekiif Pengertian golongan bisa saja
ditafsirkan hanya berdasarkan selera dan kepentingan penguasa.

Banwa dengan demikian Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
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URAIAN PERTENTANGAN PASAL 28 AYAT (2) DAN 45A AYAT (2) UU ITE
DENGAN PASAL 28E AYAT (3) UUD 1945

Bahwa Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 berbunyi :

* Setiap orang berhak atas kebebasan berserikatl, berkumpul dan mengeluarkan
pendapat. ©

Bahwa Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat {2) UU ITE secara khusus mengatur soal
penyampaian informasi elektronik.

Bawah saat ini dengan kemajuan teknciogi penyampaian pendapat sebap orang
bizsanya dilzkukan menggunakan sistem aliekiromik.

Bahwa bentuk penyampaian pendapat tersebut bisa saja berupa kntikan terhadap
pemegang kekuasaan yang tdak menimbulkanm kebencian berdasarkan Suku,
Agama dan Ras Spint dan dijaminnya hak menyatakan pendapat adalah
perlindungan hukum dan negara kepada orang yang menyatakan pendapat
apabila pendapatnya tidak disuai oleh pihak yang memegang kekuasaan sehingga
orang vyang menyatakan pendapat tersebut bdak bisa dintimidasi dengan
menggunakan kekuasaan.

Bahwa ketidakjelasan batasan istiah “antargolongan” dalam Pasal 28 ayat (2}
dan 45A ayat (2) UU ITE membuat masyarakat sulit menyampaikan pendapainya
karena beresiko mendapatkan masaiah hukum. Dengan demikian hak masyarakat
untuk mengeluarkan pendapat menjadi terganggu.

Bahwa dengan demikian Pasal 28 ayat (2) dan 45 A ayat (2) UU ITE bertentangan
dengan Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945.

URAIAN PERTENTANGAN PASAL 28 AYAT (2) DAN 45A AYAT (2) UU ITE
DEMGAN PASAL 28G AYAT (1) UUD 1945

Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1345 berbuwmyi :

“ Setiap oranmg berhak atas perkmdungan din pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda vang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa
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aman dan perindungan dan ancaman ketakufan untuk berbuat atau tidak berbuast
sesuatu yang merupakan hak asasi.”

83. Bahwa ketidakjelasan batasan “antargoiongan” dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A
ayat (2) bisa membuat masyarakat takut untuk berbuat sesuatu yang merupakan
hak asasi yakni menyampaikan pendapat atau fikiran atau sikap melalul sistem
elektronik. Sebab jka masyarakat mengknitik pemenntah terbuka kemungkinan
untuk diknminakisasi dan dianggap menghina golongan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian i atas, Para Pemchon meminta kepada Majels Hakim
dahkamah Konstitusi untuk memerniksa dan memutus permchonan pengupan Pasal 28
ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 Sebagammana Telah Diubah dengan UU Nomor
Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD

1945 sebagai benkut:

1. Mengabulkan seluruh pemohonan pengujan undang-undang yang diajukan cieh
Fara Pemaohom,

2 Menyaiskan ketentuan frass "dan anlargoiongan” dallam Pasal 28 ayat {2) UU
Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah dengan UU Nomor Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elekitrenik bertentangan dengan
UuDbD 1945 dan tidak mempunyai kekuaian hukum .

0

tdenyatakan ketentuan frasa “dan antargolongan™ dalam Pasal 45A ayat (2) UU
Momor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Teizh Diwbalh dengan UU Nomor Nomor 19
Tahun 2016 Tentang infomasi dan Transaksi Elekironik bertentangan dengan
UUD 1945 dam tidak mempunyai kekuatan hulum mengikat .

4. Memenntahkan pemuatan putusan ini daiam Berta Megara Republik Indonesia;

Atau apabie Majelis Halom Konstiusi mempunyai pendapat lain atas perkara aquo
monon agar dibenkan putusan yang seadi-adimya.

Atas perhatan dan pengabulan permohonan im, divcapkan terima kasi.
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